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ABSTRACT

The use of a radio frequency spectrum by an FM broadcasting radio
operator in Pekanbaru as a radio station license holder in its implementation
requires supervision from the government as the licensee. This supervision has an
important role to prevent the.occurrence of irregularities se.that the use of the radio
frequency spectrum_isin accordance with its designation and does not cause
interference that can be harmful, as well as a form of government responsibility for
the licenses that have been issued.

The main problem in.this:research is the. implementation of radio station
licenses and their supervision on FM broadcast radie operators in Pekanbaru and
the inhibiting factors in the implementation of Radio Station Permits and their
supervision on FM broadcast radio operators in Pekanbaru.

This research method uses observational research methods, namely by
observing and recording the phenomena found in the object of research, collecting
data and information then presenting the research results by explaining and
analyzing data and information regarding the implementation of supervision by the
Pekanbaru Office Radio Frequency Spectrum Monitoring on the use of a radio
frequency spectrum on FM broadcast radio operators in Pekanbaru.

From the results of research and discussion it is known that the
implementation of radio station permits and their supervision on FM radio
broadcasters in" Pekanbaru. has not been fully, implemented because in the
implementation of radio station permits,[technical parameter.data are still found
that are not in accordance with the ISR and the misunderstanding of the operatorss
of FM radio broadcasts in Pekanbaru in the process and procedures for changing
technical parameter data through the Radio Frequency Spectrum Licensing Service
Facility which is carried out electronically (Online Single Submission) so that the
findings of the monitoring activities are not followed up.

Supervision has beencarried out on.an.ongoing basis and following the law
and process related to the implemention regulations, yet the implementation itself
is not optimal because the supervision activities on FM broadcast radio operators
in Pekanbaru can only be carried out once a year with the inhibiting factor being
the lack of human power sources.

Keywords : Supervision, Radio Station Permit, FM Broadcast Operators
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ABSTRAK

Penggunaan spektrum frekuensi radio oleh penyelenggara radio siaran FM
di Kota Pekanbaru sebagai pemegang izin stasiun radio pada pelaksanaannya
membutuhkan pengawasan dari pemerintah sebagai pemberi izin. Pengawasan ini
memiliki  peranan.penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan-
penyimpangan.sehingga penggunaan frekuensi radio sesuai peruntukan dan tidak
menimbulkan gangguan yang dapat membahayakan, juga sebagai bentuk tanggung-
jawab pemerintah terhadap izin yang telah diterbitkan.

Masalah pokok dalam. penelitian ini'adalah pelaksanaan izin stasiun radio
dan pengawasannya pada‘penyelenggara radio siaran’ FM di Kota Pekanbaru dan
faktor penghambat dalam pelaksanaan Izin Stasiun Radio dan pengawasannya pada
penyelenggara radio siaran FM di Kota Pekanbaru.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian observasi, yaitu
dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang ditemukan
pada objek penelitian, mengumpulkan data dan informasi kemudian menyajikan
hasil penelitian dengan menjelaskan dan menganalisis data dan informasi mengenai
pelaksanaan pengawasan oleh Balmon SFR' Kelas | Pekanbaru terhadap
penggunaan frekuensi radio pada penyelenggara radio siaran FM di Pekanbaru.

Dari hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwasannya pelaksanaan
izin stasiun radio dan pengawasannya pada penyelenggara radio siaran FM di
Pekanbaru belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena dalam pelaksanaan izin
stasiun radio masih ditemukan-date parameter teknis yang tidak sesuai dengan ISR
dan ketidakpahaman penyelenggara siaran radio FM di Kota Pekanbaru akan
proses dan prosedur perubahan data parameter teknis melalui Fasilitas Layanan
Perizinan Spektrum Frekuensi Radio yang dilakukan secara elektronik (Online
Single Submission): sehingga hasil temuan dari kegiatan pengawasan tidak
ditindaklanjuti.

Pengawasan telah “dilakukan™ secara berkesinambungan dengan tetap
berpedoman kepada undang-undang dan peraturan yang terkait dengan
pengawasan, namun dalam pelaksanaannya belum optimal karena pelaksanaan
kegiatan pengawasan terhadap penyelenggara radio siaran FM di Kota Pekanbaru
hanya dapat dilakukan 1 kali setahun dengan faktor penghambat kurangnya sumber
daya manusia.

Kata Kunci : Pengawasan, Izin Stasiun Radio, Penyelenggara Siaran Radio FM
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu.masalah dalam hal kebebasan informasi dan komunikasi adalah
peran media yang tidak sesuai dengan prinsip universal yang mengutamakan etika
dalam menyampaikan informasidalam menjalankan fungsi media sehingga mampu
berperan untuk perubahan ke arah yang lebih baik,. Media harus mampu
memberikan informasi yang mendidik dengan jangkauan yang lebih luas tentang
toleransi, kerukunan dan kesejahteraan bersama. Kebebasan yang dimiliki oleh
media, harus berada di jalur yang benar dan taat dengan. peraturan yang telah dibuat
dan memberi penguatan yang besar dalam membangun masyarakat informasi,
sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai regulasi tentang media.

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia,* yang bermakna bahwa
setiap orang berhak untuk berbicara dan.memperoleh informasi dari mana pun dan
mengembangkannya dalam masyarakat dengan menggunakan media yang telah
tersedia dan tidak merugikan orang lain atau digunakan untuk mencari fakta maka
hal tersebut diperbolehkan.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menyebabkan laju arus

informasi yang sangat cepat dan pesat yang disebabkan perkembangan teknologi

! pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945



yang tinggi, yaitu kemajuan kecepatan peralatan perangkat komunikasi dan
informatika dalam melakukan proses olah data seperti komputer (hardware),
perangkat lunak (Software) dan teknologi perangkat komunikasi lainnya ikut
mendukung suatu-pencapaian tujuan organisasi-secara lebih.cepat dan tepat serta
maksimal. Ketidakmampuan suatu organisasi dalam mengikuti perkembangan
teknologi komunikasi dan informasi akan menyebabkan ketertinggalan daya saing
karena suatu organisasi harus mampu mengelola informasi dengan cepat, tepat dan
akurat sebagai dasar dalam pengambilan suatu keputusan dan tindakan, sehingga
pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi menjadi suatu kebutuhan yang
mutlak tentunya dengan didukung kualitas sumber daya manusia yang mampu
menguasai teknologi tersebut.

Demikian halnya dengan kegiatan usaha radio siaran FM yang berkembang
sangat pesat era tahun 80-an yang juga didukung pesatnya pertumbuhan dunia
ekonomi dan industri yang membutuhkan sarana media untuk mempromosikan
secara luas produk dan jasanya kepada masyarakat. Hal ini tentunya ikut memicu
persaingan yang ketat baik bagi usaha radio siaran.FM maupun usaha produksi
barang dan jasa sehingga usaha radio siaran'EM menjadi usaha yang sangat menarik
untuk meraih keuntungan.

Fenomena perkembangan usaha radio siaran FM tersebut harus didukung
dengan kreatifitas yang tinggi baik manajemen usaha maupun penguasaan
teknologi komunikasi dan informasi sehingga mampu meraup untung yang besar.
Tentunya membutuhkan profesionalisme yang tinggi untuk menjalani usaha

tersebut termasuk ketaatan akan aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah.



Pengelolaan informasi yang didukung teknologi komunikasi dan informasi
menjadi unsur-unsur penting dalam pengambilan keputusan dalam setiap tingkatan
manajemen dalam menjalankan usahanya terlebih lagi dalam hal menghadapi
kompetisi dalam usaha radio Siaran FM tersebut:

Dalam pengelolaan informasi ini diperlukan manajemen perencanaan yang
baik dalam setiap aspek kegiatan “manajerial .sehingga semua pelaku usaha
penyiaran dapat berkompetisi dan berkembang dengan sehat dalam persaingan
tersebut. Perencanaan dan koordinasi yang berbasis pengelolaan informasi dengan
stake holder terkait sangat dibutuhkan dalam melakukan tindakan pengendalian
supaya dapat mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan yang dapat
mengganggu kelangsungan jalannya usaha tersebut.

Pelaku usaha siaran radio FM membutuhkan spektrum frekuensi radio untuk
menyebarluaskan informasi kepada masyarakat sehingga wajib mengetahui proses
dan prosedur penggunaan spektrum frekuensi radio. Dalam penelitian ini akan
disampaikan mengenai proses dan prosedur penggunaan spektrum frekuensi radio
untuk usaha radio siaran.FM.

Menurut SF. Marbun ‘menjelaskan pemerintah wajib meningkatkan seluruh
kepentingan masyarakat, untuk itu pemerintah aktif berperan mencampuri bidang
kehidupan sosial ekonomi masyarakat dilimpahkan besturrzorg (kesejahteraan
umum) suatu public service. Perizinan merupakan suatu bentuk manifestasi yang
melintasi aspek-aspek tersebut. Dimana perizinan menajdi instrumen kebijakan

pemerintah utnuk menciptakan kesejahteraan umum dan perizinan untuk menjaga



ketertiban perbuatan hukum dalam kegiatan atau usaha yang dilakukan
seseorang/badan hukum ditengah-tengah masyarakat.>

Perizinan untuk penyelenggaraan radio siaran swasta terdiri dari dua tahap
yaitu izin untuk penyelenggaraan_dan izin alokasi serta penggunaan spektrum
frekuensi radio yang diberikan oleh negara setelah memperoleh masukan dan hasil
evaluasi dengan pendapat antara pemohon danomisi Penyiaran Indonesia (KPI).?

Pasal *71 Peraturan. Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos,
Telekomunikast dan Penyiaran menjelaskan bahwa permohonan perizinan
berusaha untuk penyelenggaraan penyiaran melalui media teresterial dapat diajukan
setelah adanya pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran oleh menteri.*
Pasal 90 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi
dan Penyiaran menegaskan bahwasannya menteri melakukan pengawasan dan
pengendalian + Penyelenggaraan ~ Pos,  Penyelenggaraan™ Telekomunikasi,
penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, dan Penyelenggaraan Penyiaran
sedangkan Pasal 91 ~menjelaskan bahwasannya pengawasan atas isi siaran dalam
penyelenggaraan Penyiaran dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Pasal 30 Peraturan Menteri_ Kominfe.No.7 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan
Informatka yang mengatur tahapan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran

(IPP), yaitu:

2 SF. Marbun, dkk. Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UIl Press,
Yogyakarta, 2004, him. 73

3 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 33 ayat (4)

4 PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, Pasal 71



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

a. pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran untuk Lembaga

Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui

terestrial;

Sebagai suatu in 1 1zin yang dianggap sebagai
\ae
ujung tombak instrumen hukums ok
a. Pengarah
Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu

misalnya izin bangunan.

5 Peraturan Menteri Kominfo No 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatka, Pasal 30

® Rachmani Puspitadewi, Hukum Perizinan, Fakultas Hukum, Universitas Komputer Indonesia,
Semester Ganjil, Bandung, 2005, him. 32.
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b. Perekayasa

Kegiatan yang berhubungan dengan perancangan atau pembuatan izin.

c. Perancang masyarakat adil dan makmur

sebagai pengelola dengan tujuan mencapai kesejahteraaan rakyat. Dalam konteks
pengaturan penyiaran, publik diartikan dalam dua kerangka kerja, yaitu (1)
khayalak, pemirsa, dan pendengar, dan (2) partisipan aktif memiliki dan mengontrol

media penyiaran. Frekuensi yang digunakan oleh lembaga penyiaran adalah milik



warga yang sifatnya terbatas yang dimiliki dan digunakan satu pihak sehingga pihak
lain tidak bisa menggunakannya.’

Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja
yang mengandung-ketentuan perubahan Pasal.33 ayat (1) Undang-Undang Nomor
36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menegaskan bahwa penggunaan spektrum
frekuensi radio dan orbit satelit: oleh:pelaku usaha wajib memenuhi perizinan
berusaha dari pemerintah pusat dan wajib dilakukan sesuai dengan peruntukan dan
tidak menimbulkan gangguan yang merugikan.® Pemantauan dan pengawasan
penggunaan frekuensi dan penyelenggaraan penyiaran dilakukan oleh Menteri.®
Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian Menteri melakukan
pemantauan dan penilaian terhadap kualitas layanan yang dilaksanakan pemilik
usaha penyiaran yang telah memiliki izin.*°

Tugas Unit Pelaksana f,eknis (UPT) bidang Monitor SFR adalah melakukan
pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan frekuensi melalui kegiatan
pemantauan, mengenali sumber sinyal frekuensi, observasi kepadatan pita
frekuensi, penertiban, mengukura parameter teknis, menyusun program rencana
kerja, perbaikan dan pemeliharaan peralatan, serta aktivitas ketatausahaan dan

kerumahtanggaan. !

" Masduki, Regulasi Penyiaran, Dari Otoriter ke Liberal, LKIS Pelangi Akasara, Jakarta, 2007,
him.15-16.

8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja, pasal 71..

° PP Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, Pasal 90.

10'PP Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, Pasal 92.

11 peraturan Menteri Kominfo Nomor: 15 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Pasal 2 dan Pasal 3.
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Balmon Kelas | Pekanbaru (Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas
| Pekanbaru ) adalah UPT Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika (Ditjen SDPPI) dengan lingkup wilayah kerja di Propinsi Riau

frekuensi.
berdasarka

dan/atau pe

yaitu:3

a. Lokas

1. Permohonan ISR oleh pelaku usaha diajukan melalui sistem online elektronik

(0SS).

12 peraturan Menteri Kominfo Nomor: 15 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Pasal 1 ayat (1).
13 PM Kominfo No. 7 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, Pasal 65 huruf

(0.



2. Aturan selanjutnya mengenai hal tersebut di atas sesuai dengan aturan

regulasi pemerintah.t*

Pengawasa

iy disay yejepe il udwnyo(]
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Pekanbaru:
Tabel I.1
Data Lembaga Penyiaran Radio Siaran FM di Pekanbaru
No Penyelenggara Nama Stasiun | Keterangan
1 | PT. Radio Swara Arum Cendana EL John FM -Irz'i?]ak Sesual
2 | PT. Radio Anugrah Samira Green Radio Tl_dak Sesuai
FM Izin

14 PM Kominfo No. 21 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, Pasal 46
15 PM Kominfo No.: 7 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pasal 133.
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3 | PT. Radio Clapita Emas Hidayah FM ITZ'i‘:]ak SESLal
4 | PT. Radio Aditya Gemi Nastiti Aditya FM ITZ'i‘:]ak Sesual
5 | PT. Radio Bhaktera Bahana Bharabas FM ;I'Zlic:]ak Sesual
6 Radio W Sesuai Izin
Ban
7 | 0 Sesuai
R 3l .
8 Pekan \\\ W al lzin
9 | PT. 3 ak Sesuai
10 | Direkto nak Sesuai
11 | Dire suai 1zin
12 | Dire i i = suai 1zin
13 | Dire | -’ f R § suai 1zin
14 PT. "\ __ayéu‘n_ r_at' esuai lzin
Seru
Sumber: Da uli
Pasal 1 unaan Spektrum

Frekuensi Ra

kewajiban mengoper.

ditetapkan dalam 1

a.

teguran tertulis;

b. denda administratif; dan

in tent
CSi ANRARD

c. penghentian sementara operasional stasiun radio.

tidak memenuhi

meter teknis yang

16 PM Kominfo No.: 7 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pasal 161

10
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Berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat adapun fenomenanya adalah
sebagai berikut:

a. Masih terdapat penggunaan Frekuensi Radio Siaran FM yang tidak sesuai

Penyelengg

B. Masala

2. Apa yang menjadi faktor pe dalam Pelaksanaan Izin Stasiun Radio
Dan Pengawasannya Pada Penyelenggara Radio Siaran FM oleh Balmon SFR
Kelas | Pekanbaru Terhadap Penyelenggara Radio Siaran FM di wilayah Di

Kota Pekanbaru?

11
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C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah pokok tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini

Izin Stasiun

n FM Di Kota

2. Kegunaa f elitia
Hasil ﬁ] n dua manfaat,
yaitu: "
1. Manfaat ﬂ'
Hasil peneli 00 baru dalam kajian-
kajian tentang pelaksana asanpenggunaan spektrum frekuensi

radio oleh radio siaran FIV
2. Kegunaan Praktis
Diharapkan analisis dari penelitian dapat menjadi pembanding dan data
evaluasi bagi Balmon SFR Kelas | Pekanbaru maupun pelaku usahas radio
siaran FM di Kota Pekanbaru untuk terwujudnya penyelenggaraan siaran
radio FM yang mampu memenuhi hak publik akan penggunaan spektrum

frekuensi radio.

12
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D. Kerangka Teori
1. Negara Hukum

Indonesia Negara yang berlandaskan pada hukum atau disebut Negara

warga Neg

terpenuhi (t

hukum polisi memiliki kekurangan dengan bentuk pemerintahan yang monarki
absolute sehingga raja dan rakyat memiliki kekuasaan yang tidak seimbang. Negara
polisi sudah tidak ada pada zaman sekarang. Negara hukum liberal memiliki

kekurangan vyaitu adanya asas ekonomi persaingan bebas yang lebih

17 pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia Adalah Negara
Hukum”.

18 Hariono, dkk, Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat, Setara Press, Malang, 2013, him.
5

13



menguntungkan pihak yang kuat. Hal ini dikarenakan negara bersifat pasif, semua
diserahkan kepada swasta sehingga yang kaya makin kaya dan yang miskin makin
miskin. Negara hukum formal memiliki kekurangan yaitu pemerintahan menjadi
kaku karena semua harus berdasarkan undang-undang. Reaksi dari bentuk negara
hukum formal ini membentuk negara hukum materiil yang merupakan kelanjutan
dari negara hukum itu sendiri. "Ada’ satu, kelebihannya, yaitu penguasa
diperbolehkan bertindak menyimpang dari undang-undang dalam hal mendesak
demi kepentingan warga negara (asas opportunitas) sehingga pemerintahan menjadi
luwes dan fleksibel. Kekurangannya yaitu risiko dari.pemerintahan yang luwes dan
fleksibel.

Terdapat dua dasar teori negara hukum, yaitu: rechstaats dan rule of law.
Stahl menjelaskan empat konsep Reechstaat (europe continental), yaitu Hak Asasi
Manusia HAM, konsep pembagian kekuasaan, pemerintah-yang berlandaskan
tatanan sistem hukum, sistem peradilan administrasi negara. menurut A.V.Dicey
menjelaskan 3 konsep rule of the law (Anglo Saxon), yaitu: supremacy of the law,
equality before the "law, dan human rights. Rechistaats menitikberatkan akan
adanya peradilan administrasi,. tidak. demikian, rule of law. Rule of law
menitikberatkan akan equality before the law, tidak demikian dengan rechstaats.

Jimly Asshiddigie dengan tegas bahwa negara hukum yang berpedoman
pada sistem demokrasi pada intinya mengidealkan suatu tatanan bahwa negara
hukum itu haruslah demokratis dan negara demokrasi itu haruslah didasarkan atas

hukum. Gagasan demokrasi dalam perspektif yang bersifat horizontal yang

14
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didasarkan atas hukum (constitutional democracy) mengandung 4 (empat) prinsip

utama, yaitu:

1) Jaminan kesetaraan dan persamaan dalam kehidupan berbangsa;

Negara yang berdasarkan hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan
semua orang dihadap hukum. A.V. Dicey memberi rumusan-rumusan mengenai

sejarah perkembangan Negara hukum:

19 Muntoha, Demokrasi Dan Negara Hukum, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta No. 3 Vol. 16 Juli 2009, him. 387-388

15
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a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenangan-kesewenangan.

Seseorang hanya bisa dihukum jika melanggar hukum.

b. Kesamaan warga Negara didalam hukum, baik dari rakyat biasa maupun bagi

terpisahka

kemerdekag

perubahan,

Penjelasan

menjadi ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang harus dipahami. %

20 pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

16
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2. Perizinan

Bagi pela 2 inan Jpakan ang ak diiukuti pada saat

.bgo ggiatan dan

tujuan hu g i 1 atan (rechtsutiliteit),

menciptak hukum
(rechtszekerheid . : ang dibe hukum ternyata
tidak hanya tapi juga unsur
kehendak (th an kepentingan
bertujuan unt ostulatnya hingga
dasar-dasar filsa atnya adalah sesuatu

..& . . erwujud  konkrit. Suatu
ketentuan hukum dapat d pat-akibat yang dihasilkan dari
pelaksanaannya menghasilkan kegembiraan dan mengurangi
penderitaan.?

Selain itu, teori yang menyatakan bahwa hukum sebagai sarana pembangunan

dapat diartikan, bahwa hukum sebagai penyalur arah kegiatan manusia kearah yang

2L Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Satu Kajian filosofis dan Sosiologis), Gunung Agung,
Jakarta, 2002, him. 85.

22 Lili Rasjidi dan 1.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung,
1993, him. 79.

17
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dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan. Teori ini dikemukakan oleh

Roscoe Pound, yakni Law as A Tool of Social Engineering, di mana hukum harus

diusahakan bersifat antisipatif, sehingga tidak menghambat laju perkembangan

Regulasi perizinan adalah regulasi pemerintah yang berpedoman pada tatanan
hukum administrasi yang dalam hal tertentu tidak sesuai dengan peraturan tersebut

sehingga pemerintah memberikan izin berdasarkan kebijaksanaan untuk

23 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, him. 205
24 Bacshan Mustafa, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Bandung: Alumni, 1985, him.108

18
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kepentingan umum karena belum ada aturan yang mengatur dan tidak melanggar
aturan yang sudah ada.

Izin merupakan bentuk persetujuan dari pemerintah yang didasari tatanan

pemerintah

usaha atau

sebagai in

dilaksanaka

Di sisi lain, pihak pelaku usaha dan masyarakat juga mendapatkan
keuntungan dengan adanya kebijaksanaan perizinan itu sehingga kegiatan pelaku

usaha dan masyarakat itu akan memperoleh kekuatan hukum dengan dikabulkannya

% Basah. S., Sekilas Lintas Perizinan sebagai Ujung Tombak Pemerintahan, Majalah Pajajaran
Nomor 012, UNPAD, Bandung, 1993, him. 25

19
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permohonan izin tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa sistem perizinan berfungsi

untuk memperoleh jaminan terhadap penguasa atau perlindungan dari penguasa.

penyelewengan-penyelewengan dari rencana kebijakan yang telah dirumuskan

sebelumnya. Pelaksanaan fungsi pengawasan secara baik akan memberikan
sumbangan yang besar dalam meningkatkan efisiensi dan akan ditemukan titik

terang kekurangan atau kelebihan serta hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.

% Sukanto Reksohadiprodjo, Dasar-dasar Manajemen, BPFE, Yogyakarta, 2008, him. 63
27 Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, him.13.

20



Pengawasan merupakan bagian dalam proses pengendalian (control)), Hadari
Nawawi menjelaskan bahwa pengendalian (control) merupakan bagian dari

mengukur (measurement) serta proses evaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi

g jelas sekali
r-u J
E ‘ ggris, kedua
- 7 yang
B O
E = hingga istilah
& =
= e ngawasan  termasuk
E E a pengendalian
g ? salah arah dan
-
E. : atan pengawasan
B =
7 _'é adalah langsung
[

?
=
B =
E =
E pelaksanaan seluruh kegiatan
= organisasi untuk menja paya semua pekerjaan yang sedang
= dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

sebelumnya.!

Menurut Soekarno.K, mendefinisikan:3?

%8Sujamto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, him. 89

29 Viktor M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan
Aparatur Pemerintah, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, him.18.

30 Sujamto, Op.,Cit, him. 24.

31 Ibid, him.14

32 Soekarno.K, Dasar-Dasar Management, Miswar, Jakarta, 1992, him. 102

21



Pengawasan adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus
dikerjakan, agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana”.

Dari rumusan tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa pengertian
pengawasan adalah proses pemantauan terhadap semua aktivitas di organisasi
supaya hasil pekerjaan sesuai dengan yang telah direncanakan. Jadi pemantauan
tersebut ditujukan melihat hasil akhir dari kegiatan aapakah sudah sesuai dengan
yang telah direncanakan sebelumnya.

Johnson, Kast dan Rosenzwieg berpendapat bahwa control mempunyai 2
jenis, yaitu Organization Control dan Operational Control. Organization Control
melakukan evaluasi seluruh pekerjaan dan kegiatan organisasi, yaitu menilai hasil
kerja organisasi, Operational Control melakukan Measurement terhadap semua
proses dalam _tingkatan aspek kinerja _dengan membandingkannya dengan
beberapa standar tertentu dengan tujuan untuk melakukan perbaikan yang presisi
terhadap aspek-aspek pekerjaan‘yang tidak sesudi dengan rencana. Organization
Control mengevaluasi aspek-aspek pekerjaan dengan cakupan yang lebih luas,
sementara Operational Control mengevaluasi secara detail dan situasional >

Setiap organisasi harus mampu bekerja dengan tingkat efisiensi yang tinggi,
untuk itu Control, Planning dan Directing menjadi faktor penting untuk
mendukung hasil kinerja dengan efisiensi yang tinggi. Dengan melaksanakan
Controlling maka penyimpangan ‘error’ dapat semakin diperkecil dengan

melakukan perbaikan secara terus menerus sehingga output sesuai dengan Planning

% 1bid

22
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yang telah ditetapkan. Untuk itu Controlling System harus dipunyai dan
dilaksanakan dalam semua organisasi.®*

Earl P. Strong menjelaskan bahwa Controlling (pengawasan) adalah proses

organis ncana yang
telah ditetapka engawasan)
adalah m ' 2ker gan di bawah

supaya Pl ; ela an-sehingga tujuan
organsasi d
G.R. Terr je yahw in merupakan proses

menetukan apa+yang mesti dicapai, ini  dijadika dar acuan, apa yang

performance. Management control dapat didefinisikan secara sistematik, yaitu

upaya manajerial yang dilakukan manajemen untuk membandingkan Kinerja

34lwa, S., Dasar-Dasar Umum Manajemen Pendidikan, Tarsito, Bandung, 1986, him. 53

3 Ibid

%Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Bumi Aksara, Jakarta, 2009,
him.241-242

23
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dengan yang telah ditentukan, yaitu standar, rencana dan tujuan, untuk menentukan
apakah kinerja telah memenuhi standar dan rencana yang telah ditetapkan.®’

Pengawasan mempunyai arti, yaitu suatu proses untuk memastikan rencana

Management

Control, yai N : lkan oleh organisasi.

objek pada penelitian ini, maka pe andang penting untuk memberikan
batasan-batasan berupa kerangka operasional sebagai berikut:
Izin merupakan persetujuan dari penguasa, persetujuan ini berlandaskan atas

tatanan regulasi yang telah dibuat, secara situasional tertentu dapat menyimpang

37 Ibid

% T. Hani Handoko, Manajemen Edisi Kedua, BPFE, Yogyakarta, 2003, him.359

3% Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta, 2012,
him.470

24
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dari aturan tatanan regulasi tersebut.*® Izin (verguning) merupakan suatu penetapan
yang berupa keleluasaan/kelonggaran daripada hal-hal yang dilarang oleh tatanan

regulasi.*

Stasiun radic au | a yka nancar atau perangkat

". ) dalam bentuk

(ISR) adalah izin

v

sarka yaratan tertentu®3.
&

hwa kegiatan-

ara, gambar, atau

bersifat interaktif

‘@ ‘ : engar, yang menyalurkan
gagasan dan informasi dala ; ara umum dan terbuka, berupa

program yang teratur dan berkesinambungan. ¢

40 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika: Surabaya, 1993, him:4.

41 Prajudi Admosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia, Jakarta, 2000, him. 94

“2peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit, Pasal 1 angka (10).

4 PM Kominfo No. 7 Tahun 2021 Tentang Penggunaan SFR, Pasal 1 ayat (14).

4 Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008, him. 335

4 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 1 angka (1).
46 UUNomor. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 1 angka (3).
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F. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.*’

jan penelitian
observasi SFR Kelas |
Pekanbaru
ifat deskriptif

ksudkan untuk

lembaga penyiaran.

47Sugiyono, Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R&D, CV. Alfabeta, Bandung, 2008, him.
1.

“Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 158.

4 Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta, 2006,
him. 239.
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2. Objek Penelitian
Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang,

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

3. Lokasif
Penelitian ¢ an di Peka yakn Kelas | Pekanbaru,
JI. Arengka At . nbaru da ere a siaran radio FM

di kota Peka

No | Keterangan Populasi Responden
1 | Sub Koordinator pemantauan dan 1 1
penertiban di Balmon SFR Kelas |
Pekanbaru
2. | Sub Koordinator Sarana dan 1 1
Pelayanan Balmon SFR Kelas |
Pekanbaru

50Sugiyono, Op. Cit., him. 38.
511bid, hlm. 115.
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3. | Penyelenggara Radio Siaran FM 8 4
Radio
JUMLAH 10 6

Sumber: Data olahan penulis, 2021

Data sekunder adalah data'y pada informasi yang dikumpulkan
peneliti dari sumber yang telah ada.>* Data sekunder pada penelitian ini
diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku literatur, jurnal, makalah

seminar, surat kabar, penelitian terdahulu yang dipublikasikan, serta sumber-

21bid, him. 116.

53Sekaran, Uma, Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Jilid 1, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta, him.
60.

1bid, him. 60.
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sumber lainnya yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas, baik

yang tercetak maupun elektronik.

6. Alat Pengumpul D

Data d
a.
dengan para
enaan dengan
h dipersiapkan
b.

dalam pola, kategori, dan satuan ure > Analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu merupakan analisis data dengan
cara menguji data dengan konsep atau teori serta jawaban yang diperoleh dari
responden untuk menghasilkan data atau informasi dalam mencapai keselarasan

tentang pokok masalah.

%5 exy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya,Bandung, 2007, him. 280.
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Adapun langkah-langkah analisis data yang penulis lakukan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut :

1. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi pustaka

3. pbentuk uraian
dengan cara
dengan teori-

“-i' ran perundang-

8. Metode
elitian ini adalah
metode ra khusus yang
berhubungan den dianalisa dan ditarik
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BAB I1

PERIZINAN DAN PENGAWASAN

A. Perizinan
1. Pengertian. Perizinan
Hukum perizinan dihasilkan dari pengkajian hukum administrasi yang
bersifat mengatur aktivitas publik. Perizinan dilaksanakan pemerintah di pusat dan
di daerah karena pemerintah  mempunyai kewenangan/kekuasaan dalam
penyelenggaraan negara, karena hukum perizinan merupakan bagian dari
administrasi pemerintahan maka hukum perizinan dapat dikategorikan sebagai
disiplin ilmu hukum administrasi negara /hukum tata.pemerintahan. Pemerintah
melakukan tindakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan izin yang
telah diberikan kepada organisasi atau publik.
Izin (Vergunning) dijelaskan sebagai:
Overheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld voor tal van
handeling waarop in het algemeen belang special toezicht vereist is, maar
die, in het algemeen, niet als on wenselijk worden beschowd. (perizinan/izin
dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang
disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan
khusus tetapi yang pada umumnya tidaklah di anggap hal-hal yang sama
sekali dikehendaki).
Secara teori verguning/ ijin didefinisikan sebagai suatu perbuatan
administrasi negara yang memperkenankan perbuatan yang secara umum tidak

dilarang dalam peraturan perundang-undangan asalkan dilakukan sesuai dengan

syarat-syarat tertentu yang ditentukan dalam peraturan hukum yang berlaku.*®

% SF Marbun dan Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta,
2006, him. 95
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Utrecht memberikan pengertian vergunning sebagai berikut: bilamana
pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbauatan, tetapi masih juga
memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-
masing hak konkret, maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan
perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning). Membicarakan pengertian izin
pada dasarnya mencakup suatu-pengertian-yang,sangat kompleks yaitu berupa hal
yang membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang
rnenurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin terlebih dahulu, maka
akan dapat diketahui dasar hukum dari izinnya tersebut.

Menurut Prajudi Admosudirjo, mengatakan bahwa "“izin (verguning) adalah
suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-
undang".®’ Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi:
"Dilarang tanpa 1zin memasuki areal/lokasi ini"s Selanjutnya larangan tersebut
diikuti dengan rincian daripada syarat-syarat, kriteria dan sebagainya yang perlu
dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut,
disertai dengan penetapan prosedur atau petunjuk.pelaksanaan kepada pejabat-
pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip oleh Bachsan Mustafa:

"Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan,

tetapi masih juga mernperkenankannya asal saja diadakan secara yang

ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi

negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin
(verguning)".%®

57 Prajudi Admosudirjo, Op. Cit, him. 94
%8 Bachsan M., Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,
hal. 80.
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Adapun pengertian perizinan yaitu salah satu bentuk pelaksanaan fungsi
pengawasan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah terhadap aktivitas-
aktivitas masyarakat. Proses perizinan antara lain meliputi permohonan dan
pendaftaran, kelayakan, sertifikasi, penataan dan‘izin berusaha yang mesti dipegang
terlebih dahulu sebelum melaksanakan aktivitas usahanya. Melalui izin, pemerintah
memberikan hak kepada pemilik | izin-untuksmelakukan aktivitas tertentu yang
semestinya  tidak diperbolehkan untuk itu diperlukan pengawasan untuk
kepentingan masyarakat luas.

Perizinan. merupakan bentuk persetujuan dari pemerintah yang didasari
tatanan regulasi dalam bentuk undang-undang atau peraturan pemerintah atau
peraturan menteri, yang dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-
ketentuan larangan aturan pemerintah”. Kebijaksanaan perizinan yang ditetapkan
pemerintah merupakan perwujudan pengawasan terhadap kegiatan pelaku usaha
atau masyarakat sehingga tercipta keteraturan.

Hukum perizinan merupakan aturan hukum yang memuat aturan proses dan
prosedur terkait dengan persetujuan permohonan izin..Dengan diterbitkannya izin
olen pemerintah maka pemegang “izin..mempunya hak untuk melakukan
aktivitasnya. Hukum perizinan merupakan hukum publik yang pelaksanaannya
dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah di pusat maupun di daerah sebagai
aparatur penyelenggaraan negara mengingat hukum perizinan ini berkaitan dengan
pemerintah maka mekanisme media dapat dikatakan bahwa hukum perizinan
termasuk disiplin ilmu Hukum Administrasi Negara atau hukum Tata Pemerintahan

seperti yang kita ketahui pemerintah adalah: sebagai pembinaan dan pengendalian
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dari masyarakat dan salah satu fungsi pemerintah di bidang pembinaan dan

pengendalian izin adalah pemberian izin kepada masyaralat dan organisasi tertentu

yang merupakan mekanisme pengendalian administratif yang harus dilakukan di

peraturan d
ditetapkan ole an perund 1 enurut Ateng

Syafrudin : DG _- jt -_ hila gkan halangan,

berkenanan dengan izin dan konsensi, pemerintah menampilkan diri dalam dua
fungsi, yaitu sebagai badan hukum umum pada saat melakukan konsensi, dan

sebagai organ pemerintah ketika mengeluarkan izin.

% Sjachran Basah, Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara, FH
UNAIR, Surabaya, 1995, him 4.
80 Ateng Syafrudin,Perizinan Untuk Berbagai Kegiatan, Makalah Tidak Dipublikasikan, him. 1.
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Bagir Manan menjelaskan bahwa izin dalam makna yang lebih luas
merupakan bentuk persetujuan dari pemerintah yang berlandaskan tatanan regulasi

yang mengatur hal-hal tertentu yang boleh dilakukan yang secara umum tidak

egulasi  yang

tertentu.

izn untuk

tidak

buruk.

5. Memberikan hak untuk melakukan aktivitas yang tidak diperbolehkan
terkecuali diperbolehkan, hal ini dimaksudkan supaya pemegang izin
bertindak dengan hati-hati dan teliti dalam melaksanakan aktivitas izinnya

sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi yang tercantum di dalam izin.

61 Ridwan HR, Op,.Cit, him. 199.
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Izin juga diartikan sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan
undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu

menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Selain itu izin

merupakan sutau. apa 1g.merupakan. dis pada suatu larang oleh

wantt 'o..

J mwmwdsm fﬁ : . dalam tiga
e Z

bahagian
1. Lis : g)«Dasar pemikiran
mengadalk netapa ] me ahwa hal-hal yang
diliputi oleh lisensi ki n di t AWe emerintah, untuk

menga

Tujuan pemberian izin tersebut adalah dalam rangka untuk menjaga agar
jangan terjadi tugas secara liar atau tugas dokter secara liar, sebab dokter yang
bertugas tanpa izin adalah merupakan praktek dokter secara liar, sebab tidak

mendapat izin dari pihak yang berwenang. Atau dengan kata lain untuk

623, Prajudi A., Huk. Administrasi.Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, him. 94.
8 Muchsan, P. Huk.Administrosi.Negara Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1982, him. 12
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menghindari dari berbagai kemungkinan yang akan terjadi yang dapat
menimbulkan keresahan kepada masyarakat atau dapat merugikan kepentingan

orang lain dengan tanpa hak atau secara tidak sah yang ditetapkan berdasakan

.
ﬁ'p
% .
g

SRAEN

<.
“-‘ '

suatu organisasi untuk melakukan aktivitasnya serta melaporkan aktivitasnya
tersebut kepada instansi yang berwenang. Bentuk izin dengan lisan ini hanya

berfungsi sebagai suatu bentuk pelaporan semata.

% Prajudi Admosudirjo, Op. Cit, him. 94-96
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Dengan penjelasan yang berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat

dikatakan bahwa izin merupakan tindakan pemerintah yang berlandaskan pada

aturan-aturan tatanan regulasi untuk dilakukan secara nyata di masyarakat sesuai

2. Peraturan perundang-undangan
Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah wetmatigheid van bestuur atau
pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undang. Dengan kata lain,

setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi

% Ridwan HR, Op.,Cit, him. 201.
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pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang
diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Om Positief

recht ten kunnen vasstellen en handhaven is een bevoegheid noodzakelijk.

e_besluiten genomen

"
1 &. an mandate,

Julasi sehingga

E\E

an hukum itu
seharusnyalah

atanan regulasi

SN ALNARALS

505

dinyatakan sah

L UL €T Y

~h
-
Q
Q
=)
<
c
>
o
@
>
«Q
Y]
-}
<
Y]
>
(=]

bersifat diskresionare power atau berupa kewenangan bebas, dalam arti
kepada pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar
inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan

tentang:®

% Sjacran Basahm, Sistem Perizinan Sebagai Instrument Pengendalian Lingkungan, Makalah Pada
Seminar Hukum Lingkungan, Bapedal, Jakarta, 1996, him. 3.
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nery we[sy sej

1. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi pemohon.
2. Evaluasi terhadap syarat-syarat tersebut.

3. Dampak hukum yang akan terjadi dalam hal menerima atau menolak

phonan dan

melaksanakan

N, organisasi

diterbitkan oleh o . & ‘ @p" agai pihak yang mempunyai
\ae

wewenang, seperti mente alikota dan bupati.®®

. Peristiwa Nyata

Izin adalah instrumen hukum yang berupa keputusan, yang diterbitkan
pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan nyata di masyarakat..

Peristiwa nyata artinya peristiwa yang terjadi pada ruang waktu, tempat dan

57 Ibid, him. 3-4.
% Ridwan HR., Op.,Cit.,him. 204-205.
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subjek tertentu. Peristiwa nyata ini tentunya sejalan dengan aspek-aspek

sosial masyarakat sehingga izin yang diterbitkan juga menyesuaikan aspek-

aspek tersebut yang menimbulkan banyaknya jenis izin yang diterbitkan. 1zin

2. Prosedur Permohonan lzin Stasiun Radio
Izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang
menghasilkan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur

sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai

% Ibid., him. 205-206.
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dengan organ pemerintahan yang menerbitkan izin. Sehingga prosedur dan

ketentuan tentang proses perizinan sangat luas cakupannya karena banyaknya jenis

izin yang diterbitkan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing organ

syarat-sya

mendapatke

Syar
yaitu:

1. Datap

Identita

2. Tujuan.

Sesusai

diajukan.
3. Masa laku.

Ketentuan masa laku izin yang ditentukan instansi penerbit izin.

70 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33039/4/Chapter%201.pdf, diakses pada tanggal
08 Januari 2018.
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Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan strategis

serta mempunyai nilai ekonomis tinggi sehingga harus dikelola secara efektif dan

efisien guna memperoleh manfaat yang optimal dengan memperhatikan kaidah

manfaatnya

Pelaksanas e S : adio dilaksanakan

Izin Pita SFR (IPSFR). IPSFR diberikan dalam bentuk pita frekuensi radio
untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali
selama 10 (sepuluh) tahun.

2. lzin Stasiun Radio (ISR). ISR diberikan dalam bentuk kanal frekuensi radio

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama

5 (lima) tahun.
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3. lzin Kelas (class license). 1zin Kelas diberikan kepada pengguna frekuensi
yang mengoperasikan perangkatnya dengan ketentuan teknis tertentu

sehingga penggunaan frekuensinya dapat dimanfaatkan secara bersama

‘ ‘g\%\\ .

S
‘.ﬁ‘“
B=a

Q Q ‘ “‘&ﬁ,' punyai makna “penjagaan”.

Istilah pengawasan yang

1. Pengertian P

Kata “Pengawasa
manajemen dan administrasi
merupakan bagian proses sistem pengelolaan. Pengertian dari sisi bahasa,
pengawasan bermakna penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan

kebijakan jalannya perusahaan.”? W.J.S. Poerwadarminta menjelaskan, kata “awas”

" https://www.kominfo.go.id/content/detail/3345/perizinan-spektrum-frekuensi-
radio/O/layanan_kominfo

2 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Cet.ke-3, 1990, him. 58.
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bermakna sebagai “dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, tajam tiliknya,
waspada”, dan lain-lain. Mengawasi bermakna sebagai “melihat dan

memperhatikan”. Kata “kendali” bermakna “kekang”, pengendalian bermakna

“pengekangan”,

yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau
penyelewengan-penyelewengan dari rencana kebijakan yang telah dirumuskan

sebelumnya. Pelaksanaan fungsi pengawasan secara baik akan memberikan

8 WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, him. 85
4 Sukanto Reksohadiprodjo, Dasar-dasar Manajemen, BPFE, Yogyakarta, 2008, him. 63
> Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, him.13.
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sumbangan yang besar dalam meningkatkan efisiensi dan akan ditemukan titik
terang kekurangan atau kelebihan serta hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.

Pengawasan merupakan bagian dalam proses pengendalian (control)), Hadari
Nawawi menjelaskan bahwa.pengendalian.(control) merupakan bagian dari
mengukur (measurement) serta proses evaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi
hasil kinerja dari pelaksana. pekerjaaan -uniuk ., mendukung pencapaian tujuan
organisasi.’® Istilah pengawasan dan pengendalian dalam bahasa Indonesia jelas
sekali bedanya, meskipun dalam literatur manajemen yang berbahasa Inggris,
kedua pengertian tersebut tidak dibedakan dan tercakup dalam kata “controlling”
yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah
controlling lebih luas artinya dari pengawasan, jadi pengawasan termasuk
pengendalian. Pengendalian berasal dari kata kendali, sehingga pengendalian
mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, , kegiatan, yang salah arah dan
meluruskannya menujuh arah yang benar.”’ Produk langsung kegiatan pengawasan
adalah untuk mengetahui, sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung
memberikan arah kepada obyek yang dikendalikan.’®

Menurut Siagian :

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan
organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang
dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
sebelumnya.’

Menurut Soekarno.K, mendefinisikan:

"8Sujamto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, him. 89

7 Viktor M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan
Aparatur Pemerintah, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, him.18.

8 Sujamto, Op.,Cit, him. 24.

9 Ibid, him.14
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Pengawasan adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus

dikerjakan, agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana”.%

Dari rumusan tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa pengertian
pengawasan adalah.proses. pemantauan terhadap-semua. aktivitas di organisasi
supaya hasil pekerjaan sesuai dengan yang telah direncanakan. Jadi pemantauan
tersebut ditujukan melihat hasil akhir dari kegiatan apakah sudah sesuai dengan
yang telah direncanakan:sebelumnya.

Johnson, Kast dan Rosenzwieg berpendapat bahwa control mempunyai 2
jenis, yaitu Organization Control dan Operational Control. Organization Control
melakukan evaluasi seluruh pekerjaan dan kegiatan organisasi, yaitu menilai hasil
kerja organisasi, Operational Control melakukan Measurement terhadap semua
proses dalam tingkatan aspek Kinerja dengan membandingkannya dengan
beberapa standar tertentu dengan tujuan untuk melakukan perbaikan yang presisi
terhadap aspek-aspek pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana. Organization
Control mengevaluasi aspek-aspek pekerjaan dengan cakupan yang lebih luas,
sementara Operational Control mengevaluasi secara detail dan situasional

Setiap organisasi harus mampu bekerja dengan tingkat efisiensi yang tinggi,
untuk itu Control, Planning danDirecting menjadi faktor penting untuk
mendukung hasil kinerja dengan efisiensi yang tinggi. Dengan melaksanakan
Controlling maka penyimpangan ‘error’ dapat semakin diperkecil dengan

melakukan perbaikan secara terus menerus sehingga output sesuai dengan Planning

8 Soekarno.K, Dasar-Dasar Management, Miswar, Jakarta, 1992, him. 102
8 Ibid
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yang telah ditetapkan. Untuk itu Controlling System harus dipunyai dan
dilaksanakan dalam semua organisasi.®?

Earl P. Strong menjelaskan bahwa Controlling (pengawasan) adalah proses

organis ncana yang
telah ditetapka engawasan)
adalah m ' 2ker gan di bawah

supaya Pl ; ela an-sehingga tujuan
organsasi d
G.R. Terr je yahw in merupakan proses

menetukan apa-yang mesti dicapai, ini  dijadika dar acuan, apa yang

performance. Management control dapat didefinisikan secara sistematik, yaitu

upaya manajerial yang dilakukan manajemen untuk membandingkan Kinerja

82|wa Sukiswa, Dasar-Dasar Umum Manajemen Pendidikan, Tarsito, Bandung, 1986, him. 53

8 Ibid

84Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Bumi Aksara, Jakarta, 2009,
him.241-242
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dengan yang telah ditentukan, yaitu standar, rencana dan tujuan, untuk menentukan
apakah kinerja telah memenuhi standar dan rencana yang telah ditetapkan.®®

Pengawasan mempunyai arti, yaitu suatu proses untuk memastikan rencana
dan tujuan organisasi dan‘manajemen dapat dicapal dengan tepat, tentunya dengan
melaksanakan pekerjaan dan aktivitas organisasi sesuai dengan standar dan rencana
yang telah ditetapkan.®® Pengawasan menutut LAN RI adalah suatu aktivitas untuk
mendapatkan suatu jaminan terlaksananya suatu pekerjaan sesuai dengan rencana
yang ditetapkan, yaitu melakukan perbandingan antara kinerja yang telah dicapai
dengan kenierja yang diharapkan terjadi dan melakukan tindakan perbaikan jika
ada hambatan dan penyimpangan.®’

Kurniawan Tjakarwala menjelaskan berbagai aktivitas Management
Control, yaitu Planning, perencanaan kerja yang akan dilakukan oleh organisasi.
koordinasi manajerial semua,tingkatan di dalam organisasi, Data Sharing, Data
Evaluation, Pengambilan keputusan untuk koreksi, Change Habbit.

Johnson, Kast dan Rosenzwieg berpendapat bahwa control mempunyai 2
jenis, yaitu Organization Control dan Operational Control. Organization Control
melakukan evaluasi seluruh'pekerjaan dan kegiatan organisasi, yaitu menilai hasil
kerja organisasi, Operational Control melakukan Measurement terhadap semua
proses dalam tingkatan aspek kinerja dengan membandingkannya dengan
beberapa standar tertentu dengan tujuan untuk melakukan perbaikan yang presisi

terhadap aspek-aspek pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana. Organization

8 Ibid

8 T. Hani Handoko, Manajemen Edisi Kedua, BPFE, Yogyakarta, 2003, him.359

87 Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta, 2012,
him.470
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Control mengevaluasi aspek-aspek pekerjaan dengan cakupan yang lebih luas,

sementara Operational Control mengevaluasi secara detail dan situasional. 8

Dewasa ini radio komunikasi telah mengalami perkembangan dan kemajuan

komputer
Informatio embangkan di

negara maj

AL L LY

Sejarah em yang paling

tradisional ymunikasi radio

amatir (amatir

A L% (3

berpengaruh didalam kemenangan pertempuran. 8
Radio dapat dikelompokan menjadi dua kategori yaitu:

1. Radio sebagai media komunikasi satu arah (one way traffic comunication)

8 Soekarno.K, Dasar-Dasar Management, Miswar, Jakarta, 1992, him. 102
8 Judhariksawan,Pengantar Hukum Telekomunikasi, Jakarta: Rajawali Pers, 2005, him.1
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Yaitu radio penyiaran. Artinya media komunikasi masa dengar, yang
menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan

terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan atau perangkat

2. Rad . edia 1 ( ffiec comunication)

ikasi dengan

pengguna radio amatir. Radio komunikasi juga sangat membantu bagi masyarakat
dan pemerintah, misalnya komunikasi di dunia kemiliteran dan perusahaan
(BUMN). Fasilitas yang ada dalam radio komunikasi dimanfaatkan untuk

memperoleh kemudahan berkomunikasi yang cepat, mudah dan murah karena

% Francis D.,Y., dkk, Radio Transceiver, Solo: Aneka Solo, 1992, him 12
% 1pid
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sistem radio komunikasi (radio amatir) tidak dikenakan beban biaya seperti halnya
alat komunikasi lainnya seperti telephone dan HP (handphone) ataupun alat

komunikasi lainnya yang dikenakan biaya setiap kali pemakaiannya, sedangkan

Telekomu

AN
:

kebijakan,
dimiliki pe
termasuk pe
penggunaan

telekomunika

' ‘\\E’i\_\%\

€
;“

Pengawasan

@
S
o
c
=
c
S
Q
=
@
)
5
o
jab}
-
QD
5

pelaksanaan kegiatan sehingga da ! laya guna, hasil guna, dan tepat
guna sesuai rencana dan sejalan d uk mencegah secara dini kesalahan-
kesalahan dalam pelaksanaan. Dengan demikian pada prinsipnya pengawasan itu
sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pengawasan itu diadakan
dengan maksud:

a. Mengetahui lancar atau tidaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan yang telah

direncanakan.

52



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

1.

Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dengan melihat kelemahan-

kelemahan, kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan dan mengadakan

pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau

Selanjutnya pengawasan itu secara langsung juga bertujuan untuk:

Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan
peringkat.

Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.

Mencegah pemborosan dan penyelewengan.

Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas jasa yang dihasilkan.
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5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Dari keseluruhan pendapat di atas dapat dilihat adanya persamaan pandangan

yakni dalam hal tujuan,dilakukannya kegiatan pengawasan, yaitu agar semua

kebijaksanaar 201, ki a ‘ juga berarti
suatu usaha egiata : kenyataan yang
sebenarnya,me i : A as ats ah sesuai dengan
rencana ata

A g
Berbicara tent: yengawasan dalam.h a ﬁ asi negara maka

hal ini san : : - pemerintah sebagai

tugas pemerintahan juge . @ ﬁ“ ‘..'

juga halnya aparatur pemeri elaksanakan tugas pembangunan

bersamaan juga melaksanakan tugas pemerintahan.

3. Sistem Pengawasan
Pengawasan merupakan aktivitas yang harus dilaksanakan dalam upaya
mewujudkan sistem yang efektif, efisien yang dilakukan integritas yang tinggi,

penuh tanggung jawab dan pengabdian yang utuh. Guna mewujudkan hal-hal yang
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telah direncanakan maka sistem pengawasan wajib dilaksanakan. Koordinasi antar
bagian atau organisasi antar organ pemerintah menjadi hal yang sangat penting

dalam menjalankan sistem pengawasan karena banyak kegiatan-kegiatan

juga dengan
harus  dapat

angan yang telah

pengawasan

wajib ditentukan terlebih dahulu, kegiatan pengawasan juga membutuhkan hal
tersebut. Standar pembanding yang umumnya digunakan dalam pelaksanaan

pengawasan adalah rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan.

92 M.Manullang. Op.Cit, him.183
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Kemudian melakukan penilaian terhadap kinerja hasil pelaksanaan kegiatan,
yaitu dengan membandingkannya dengan standar pembanding yang telah

ditetapkan. Pada tahap ini akan kelihatan apakah hasil kegiatan yang telah
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gan set lapat berupa pemeriksaan
Q Q““ ..di lapangan. Kegiatan secara
langsung melihat pels giatan ini bukan saja dilakukan oleh
perangkat pengawas akan tetapi perlu lagi dilakukan oleh pimpinan
yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Dengan demikian dia
dapat melihat bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan dan bila dianggap
perlu dapat memberikan petunjuk-petunjuk dan instruksi maupun

keputusan-keputusan yang secara langsung menyangkut dan

mempengaruhi jalannya pekerjaan.
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b. Pengawasan tidak langsung
Pengawasan tidak langsung adalah kebalikan dari pengawasan

langsung, yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan

objek yang diawasi.
Ditinjau dari segi pengawasan yang dilakukan oleh subjek pengawas,
pengawasan ini masih dibagi atas beberapa bagian antara lain:
a. Pengawasan intern.

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat

dalam organisasi itu sendiri. Artinya bahwa subjek pengawas yaitu
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pengawas berasal dari dalam susunan organisasi objek yang diawasi.
Pada dasarnya pengawasan ini harus dilakukan oleh setiap pimpinan

akan tetapi dapat saja dibantu oleh setiap pimpinan unit sesuai dengan

oleh aparat
engawas berasal

punyai sistem

jenis ini juga

Pengawasan informal adalah pengawasan yang dilakukan oleh
masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Pengawasan ini
sering juga disebut sosial kontrol (social control) misalnya
pengawasan melalui surat pengaduan masyarakat melalui berita atau
artikel di media massa.

4. Pengawasan ditinjau dari segi waktu pelaksanaan pekerjaan.
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Pengawasan yang melihat dari segi pelaksanaan pekerjaan masih dibagi

atas beberapa bahagian yaitu:

a. Pengawasan preventif

satu bandar udara internasional, yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim 1l, dan
terminal bus terminal antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki,
serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini
Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik,
keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama

untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.
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Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak
sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan
dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18,
wilayah Senapelan di tept Sungai.Siak, menjadi-pasar (pekan) bagi para pedagang
dari dataran tinggi Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini
berkembang menjadi tempat_pemukKiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784,
berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri* dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari
datuk empat suku Minangkabau (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar),
kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai
hari jadi kota ini.

Berdasarkan Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak No.1 tanggal 19
Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada
tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai
oleh seorang controleur yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus landschap
sampal tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota Onderafdeling Kampar Kiri sampai
tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru
dikepalai oleh seorang gubernur militer.yang.disebut gokung.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera
di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom
yang disebut Haminte atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956,
berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru
(Pakanbaru) menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi

Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-
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undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke
dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi
ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri
nomor Desember  52/1/44-25..sebelumnya..yang menjadi ibu kota adalah
Tanjungpinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau).

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru:-hanyalah kota dengan luas 16 km? yang
kemudian bertambah menjadi 62.96 km? dengan 2 Kecamatan yaitu kecamatan
Senapelan dan kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6
kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km?,
setelah Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari
wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian
ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
1987. Kemudian pada tahun, 2003 jumlah kecamatan pada kota ini dimekarkan

menjadi 12 kecamatan.

2. Tugas dan Fungsi Balmon SFR Kelas | Pekanbaru

Kantor Balmon SFR. Kelas | Pekanbaru terletak di Kelurahan Sidomulyo
Timur, Kecamatan Tampan, JI."Soekarno Hatta (Arengka Atas) No. 244 Kota
Pekanbaru, di areal tanah seluas + 9.210 m? Berdasarkan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika yang susunan organisasi Eselon |
salah satunya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi

teknis di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang dalam
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pelaksanaan tugas dan fungsinya memiliki Unit Pelaksana Teknis di Daerah dan

berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor : 15 Tahun 2017 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum

engacu pada

penggunaa cktrum Frekuensi Radio yan giatan pengamatan,

deteksi su

1)

2)

3)

4)

5)

sumber  pancaran,
pemantauan/monitor spektrum frekuensi radio;

Pelaksanaan kalibrasi dan perbaikan perangkat monitor spektrum
frekuensi radio;

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis
Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Koordinasi Monitoring Spektrum Frekuensi Radio.
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6) Penertiban dan Penyidikan pelanggaraan terhadap penggunaan spektrum
frekuensi radio;

7) Pelayanan/Pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum

an spektrum

sampai den ‘ 11 201 P P nemiliki pegawai
sebanyak 40 (e Hulu rdiri '::2_ oult a) orang PNS, dan

L -t - . .
18 (delapan belas) orang PF gawai Pe dn-Pegawai Negeri.
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STRUKTUR ORGANISASI BALMON SFR KELAS | PEKANBARU

M. SYARIF HELMY, SE, SH, MM
Ka. Balmon Kelas | Pekanbaru

Sub. Koordinator Pe

NOFRIADI, SKom,

Penyidik Pelaksana

- Antonius Nazara,

Pengelola Data Pema
Penertiban Frekuensi

Budi Hariono, ST

Sub. Koordinato
Pelaya

IDE U1 U2 NMOE

_Pengevaluasi bidang
_dan Perbaikan
Ferdinan Naiborhu,

DI disay ye
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BAB IlI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN IZIN STASIUN
RADIO DAN PENGAWASANNYA PADA PENYELENGGARA RADIO

(supremasi hu . ﬁ 3
rel

kehidupan berne 3 arda ; i ararti bahwa hukum
b &

hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui
penegakkan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.®®
Berdasarkan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945, disebutkan: “Setiap

orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk

9 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Cetakan Kedua, Yogyakarta,
2005, him.160
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mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.®* Pada
perkembangannya; media massa._sebagai .saluran informasi yang dibutuhkan
masyarakat, mengalami perkembangan pesat dalam upaya memenuhi. kebutuhan
informasli khalayak. Dari aspek-kecepatan, dan kualitas pemberitaan yang berpijak
kepada transparansi, media massa menjadi sumber pesan yang dipakai sebagai
rujukan masyarakat.

Spektrum. frekuensi radio merupakan media transmisi nirkabel yang
digunakan untuk menyalurkan informasi dari perangkat pemancar (transmitter) ke
perangkat penerima (receiver). Selain sebagai sumber daya alam-terbatas, spektrum
frekuensi radio juga memilki peranan strategis dalam pengembangan jaringan
telekomunikasi, termasuk pembangunan jaringan pita lebar, dukungan komunikasi
untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, penanggulangan bencana,
pencarian dan pertolongan, serta sebagai sarana komunikasi untuk keperluan
internal perusahaan, badan hukum maupun instansi pemerintah.%

Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja
yang mengandung ketentuan perubahan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor
36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menegaskan bahwa penggunaan spektrum
frekuensi radio dan orbit satelit oleh pelaku usaha wajib memenuhi perizinan

berusaha dari pemerintah pusat dan wajib dilakukan sesuai dengan peruntukan dan

% Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945
% https://www.postel.go.id/artikel-izin-spektrum-frekuensi-radio-informasi-pelayanan-7-1856
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tidak menimbulkan gangguan yang merugikan.%. Dalam Pasal 90 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos,
Telekomunikasi dan Penyiaran dinyatakan bahwa Pengawasan dan pengendalian
penggunaan spektrum: frekuensi.radio dan.penyelengaraan.penyiaran dilakukan
olen Menteri.” Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian Menteri
melakukan menitoring dan evaluasi'terhadap kualitas layanan dan/atau produk
layanan dari pelaku usaha yang mendapatkan perizinan berusaha di bidang Pos,
Telekomunikasi dan/atau Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.®®

Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio
mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang
penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi
sumber pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi dan~pengujian ilmiah,
pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana dan
program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, serta
urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.*®

Di Propinsi Riau, UPT disebut'dengan Balmon SFR Kelas | Pekanbaru,
merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal

Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang berada di bawah dan

% UU Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja, pasal 71.
% Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi
dan Penyiaran, Pasal 90

% Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi
dan Penyiaran, Pasal 92.

% Peraturan Menteri Kominfo Nomor: 15 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Pasal 2 dan Pasal 3.
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bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat

Pos dan Informatika. 1

Di Kota Pekanbaru, izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) untuk lembaga

Pelayanan
dan Informatka nengatur tahapan f Zin nggaraan penyiaran
(IPP), yait

a. ma elenggaraa o untuk  Lembaga

. Evaluasi Dengar Pendapat antara pelaku usaha dan Komisi Penyiaran
Indonesia;
e. memperoleh rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari

Komisi Penyiaran Indonesia;

100 peraturan Menteri Kominfo Nomor: 15 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Pasal 1 ayat 1.
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f. memperoleh persetujuan dalam Forum Rapat Bersama antara Pemerintah

dan Komisi Penyiaran Indonesia; dan

g. dalam hal membutuhkan, memperoleh izin penggunaan spektrum

Radio pada ta

untuk menga honan izin - penye aran  Lembaga
Penyiaran
penyelenggaraan ini dilaksa kan_dengan tetap.men angkan ketersediaan

kanal freku : ahun 2017 tentang

daerah yang jumlah kanal radio siaran FM-nya masih sedikit. Di provinsi Riau
beberapa daerah yang mendapatkan peluang tersebut antara lain; Kabupaten
Indragiri Hulu, dan Kabupaten Rokan Hulu, sementara Kota Pekanbaru tidak

mendapatkan peluang tersebut meskipun masih ada ketersediaan kanal frekuensi

101 peraturan Menteri Kominfo No 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatka, Pasal 30.
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radio untuk penyelenggaraan radio siaran FM, ketersediaan kanal frekuensi radio
ini disebabkan karena ada beberapa stasiun radio yang sudah tidak melakukan
kegiatan penyiaran lagi (Off Air).

Dalam hal pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran, Komisi Penyiaran
Indonesia (KPI) dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau ((KPID
Riau) mempunyai tugas dan-fungsi-untuks mengawasi pelaksanaan kegiatan
lembaga penyiaran, antara lain melakukan pengawasan terhadap konten siaran dan
tahapan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran dan perpanjangan izin
sedangkan Balmon SFR Kelas | sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring
SFR mempunyal tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan
spektrum frekuensi radio yang digunakan oleh lembaga penyiaran.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat harus diikuti industri penyiaran,
hal ini ditegaskan dalam Pasal 60A UU No. 11, Tahun 2021-tentang Cipta Kerja
bahwa penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan
teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital,
migrasi teknologi ini"dikenal dengan istilah ‘Aralog Switch Off” (ASO) yang akan
diimplementasikan terhadap penyelenggara penyiaran televisi melalui teresterial,
paling lambat 2 tahun setelah UU No.11 Tahun 2021 disahkan. Migrasi teknologi
Televisi Analog ke teknologi Televisi Digital tentunya akan mendorong industri
untuk memproduksi perangkat TV Digital yang mempunyai banyak fitur yang
ditawarkan dengan kualitas gambar, warna dan suara yang mempunyai resolusi
tinggi jauh lebih baik dari yang dihasilkan TV analog. Teknologi digital juga lebih

efisien dalam hal pemanfaatan spektrum frekuensi radio, secara sederhana
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penggunaan 1 kanal untuk 1 lembaga penyiaran teknologi analog dapat digunakan
untuk 8 lembaga penyiaran teknologi digital. Digitalisasi ini juga tentunya akan

mendorong industri kreatif, seperti konten-konten siaran, internet dan perikalanan.

Masyarakat sebag

terutama kepac

digital.

haruslah

Selan

wanesh

berikut ads ’7
Pekanbaru : E da tahun 2020-
2021: g
Data Le " a Pekanbaru
L
No Keterangan
1 | PT. Radio Swa Tidak Sesuai 1zin
2 Tidak Sesuai lzin
3 | PT. Radio Clapita Emas Tidak Sesuai 1zin
4 | PT. Radio Aditya Gemi Nastiti Aditya FM Tidak Sesuai 1zin
5 | PT. Radio Bhaktera Bahana Bharabas FM Tidak Sesuai 1zin
6 Radio Warna-Warni Nada Kasih WARNA EM Sesuai Izin
Bangsa
7 | PT. Radio Gemaria Poespa Sri GRESS FM Tidak Sesuai Izin
Indrapura
8 Radio I_(omunltas Shalom FM Shalom EM Sesuai Izin
Rumbai Pekanbaru
9 | PT. Radio Mona Ria Smart FM Tidak Sesuai 1zin
10 | Direktorat Radio/ RRI RRI 88.4 MHz Tidak Sesuai 1zin
11 | Direktorat Radio/ RRI RRI 89.2MHz Sesuai lzin

71




nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

12 | Direktorat Radio/ RRI RRI 95.9 MHz Sesuai lzin

13 | Direktorat Radio/ RRI RRI199.1 MHz Sesuai lzin

14 PT. Radio Pesona Lembayung RBT FM 90 Sesuai Izin
Swara Serumpun MHz

Sumber: Data Olahan Penulis, 2021.

spektrum f adio. lzi pggunaan spektrum
frekuensi ré : L _, atan t r er J engoperasikan
perangkat
ditetapkan dala

a. Lokasi

102 peraturan Menteri Kominfo Nomor: 7 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi
Radio, Pasal 65 huruf f.
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Menurut hasil jawaban dari penyelenggara siaran radio FM di Kota
Pekanbaru, mengenai pengetahuan tentang izin stasiun radio (ISR) yang ada di Kota

Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

-----

'I‘%‘Q‘ :

ALY

Berdasarkan hasil wawancara ulis dengan Nofriadi, S.Kom, M.Kom
selaku Sub. Koordinator Pemantauan Dan Penertiban di Balmon SFR Kelas |
Pekanbaru, menjelaskan bahwa Izin Stasiun Radio (ISR) adalah izin penggunaan

dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu, seperti ISR
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untuk keperluan Microwave Link, radio trunking, radio konvensional, penyiaran,
satelit, maritim dan penerbangan.!%

Hal yang sama wawancara penulis dengan Toninotito, ST, MT selaku Sub

avath

pengaturan

kegiatan-ke

[
g
z
w

s
s
Yy

ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen
untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan.

Sebagai instrumen pengendalian perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan

103 Wawancara penulis dengan Nofriadi, S.Kom, M.Kom selaku Sub. Koordiantor Pemantauan Dan
Penertiban di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas | Pekanbaru

104 Wawancara penulis dengan Toninotito, ST, MT selaku Sub Koordinator Sarana dan Pelayanan
di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas | Pekanbaru

105 Adrian Sutedi., Op.,Cit, him.1
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tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Tanpa

rasionalitas dan desain kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya

sebagai instrumen untuk membela kepentingan publik atas tindakan yang

prosedur t

tertentu ya U pemberi izin.

~ 21
*'

Di da , 3 42 avat (2) '__ : ‘ominfo Nomor 7

Prosedur dz IS izin, tujuan

izin, dan ins

. diterima permohonannya untuk penyelenggaraan Penyiaran yang
tidak melalui seleksi; atau
3. ditetapkan sebagai pemenang seleksi untuk penyelenggaraan
Penyiaran yang melalui seleksi,

oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
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Di dalam ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun

2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, menyatakan bahwa:

1. Permohonan ISR oleh pelaku usaha diajukan melalui sistem perizinan

4. memiliki ko Q a ‘ b pa dari kementerian yang
L\ L
menyelenggarakan urusa an di bidang keuangan;
5. menggunakan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi

yang tersertifikasi dan sesuai dengan peruntukannya;

106 peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi
Radio Pasal 46
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11.

. untuk permohonan ISR dinas maritim, melampirkan grosse akta atau surat

ukur untuk stasiun radio kapal dari menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang perhubungan;

yang

untuk permohonan ISR dinas tetap microwave link titik ke titik (point-
to-point) yang merupakan bagian dari jaringan Telekomunikasi lintas
negara, melampirkan hak labuh microwave link; dan

untuk permohonan ISR dinas bergerak darat oleh perwakilan negara
asing, melampirkan surat rekomendasi dari kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
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Di dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Kominfo No 7 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi

dan Informatka dinyatakan bahwa lzin Penyelenggaraan Penyiaran diberikan

dalam hal membutuhkan, memperoleh izin penggunaan spektrum

frekuensi radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

107

107 peraturan Menteri Kominfo No 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatka, Pasal 30.
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Menurut hasil jawaban dari penyelenggara siaran radio FM di Kota

Pekanbaru, mengenai prosedur perizinan izin stasiun radio (ISR) untuk

I perizinan izin

anbaru menurut

perizinan izin stasiun radio (ISR) untuk penyelenggaraan penyiaran di Kota
Pekanbaru sangat sulit untuk dipenuhi meskipun sudah ada ditetapkan dalam
ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Toninotito, ST, MT selaku Sub.
Koordinator Sarana dan Pelayanan di Balmon SFR Kelas | Pekanbaru, menjelaskan

bahwa untuk mendapatkan Izin Stasiun Radio (ISR) untuk keperluan penyiaran,
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pelaku usaha wajib terlebih dahulu mengurus Izin Prinsip Penyelenggaraan
Penyiaran (IPP) dari Menteri Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan
persyaratan dan prosedur yang berlaku dan Pemohon ISR wajib menyediakan data
data informasi yang jujur, akurat.dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.'®®
Hal yang sama wawancara penulis dengan Nofriadi, S.Kom, M.Kom selaku
Sub Koordinator Pemantauan.dan Penertiban di, Balmon SFR Kelas | Pekanbaru
menjelaskan bahwa pelaku usaha harus memiliki IPP terlebih dahulu sebelum
mendapatkan -izin stasiun radio (ISR) untuk keperluan penyiaran.®
Di dalam Pasal 51 Peraturan Menteri Kominfo No 7 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi
dan Informatka'menyatakan bahwa:
1. ISR untuk keperluan penyiaran diterbitkan setelah IPP dinyatakan efektif;
2. ISR keperluan penyiaran berlaku efektif setelah dilakukan pelunasan BHP
Frekuensi Radio untuk ISR keperluan penyiaran. 1
Dalam Negara hukum modern tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya
sekadar menjaga ketertiban. dan keamanan (rust en onde), tetapi juga
mengupayakan kesejahteraan umum-, (bestuurzorg). Tugas dan kewenangan
pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang

sampai kini masih tetap dipertahankan.'!

108 Wawancara penulis dengan Toninotito, ST, MT, selaku Sub. Koordinator Sarana dan Pelayanan
di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas | Pekanbaru

109 Wawancara penulis dengan Nofriadi, S.Kom, M.Kom selaku Sub Koordinator Pemantauan dan
Penertiban di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas | Pekanbaru

110 peraturan Menteri Kominfo No 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatka, Pasal 51.

1 Ridwan HR., Op.,Cit.,hlm. 179.
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Menurut hasil jawaban dari penyelenggara siaran radio FM di Kota
Pekanbaru mengenai perubahan data parameter teknis ISR secara elektronik (OSS)

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

WY

s dan prosedur

r J
-
g
(=g
o
]
&

” 0OSS) menurut

prosedur perubahan data parameter teknis ISR secara elektronik (OSS).
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Toninotito, ST, MT selaku Sub

Koordinator Sarana dan Pelayanan di  Balmon SFR Kelas | Pekanbaru,
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menjelaskan bahwa perubahan data paramater teknis ISR dapat dilakukan pelaku
usaha melalui sistem perizinan online (OSS) .2

Hal yang sama wawancara penulis dengan Nofriadi, S.Kom, M.Kom Sub

2021 tentang ; ; nenyatakan bahwa
perubahan
a. peru
b. perubg
0 7 Tahun 2021

perubahan data

d. perubahan lebar pita (bandwidth);

e. perubahan alat dan/atau perangkat telekomunikas; dan/atau

112 \Wawancara penulis dengan Toninotito, ST, MT, selaku Sub. Koordinator Sarana dan Pelayanan
di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas | Pekanbaru

113 Wawancara penulis dengan Nofriadi, S.Kom, M.Kom selaku Sub Koordinator Pemantauan dan
Penertiban di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas | Pekanbaru

114 peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penggunaan Spektrum frekuensi Radio

Pasal 69 ayat (1)
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f. perubahan kanal frekuensi radio pada pita frekuensi radio yang sama.

Demikian juga di dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Kominfo No 6 Tahun

menyebabka G i kegiat '_ : ' nem rtentu menjadi

terhambat, an tic sara C al. Artinya campur

pengaturan, prosedur, dan birokrast. Keputusan-keputusan pejabat sering
membutuhkan waktu lama, misalnya pengeluaran izin memakan waktu berbulan-
bulan, sementara dunia usaha perlu berjalan cepat, dan terlalu banyaknya mata
rantai dalam prosedur perizinan banyak membuang waktu dan biaya. Oleh karena

itu, biasanya dalam perizinan dilakukan deregulasi, yang mengandung arti

peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang berlebihan.
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Karena peraturan perundang-undangan yang berlebihan itu pada umumnya

berkenaan dengan campur tangan pemerintah atau negara, maka deregulasi itu pada

dasarnya bermakna mengurangi campur tangan pemerintah atau negara dalam

Deregulas

berikut:11°

dan finansial.
3. Deregulasi dan debirokratisasi tidak menghilangkan hal-hal prinsip dalam
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan.
4. Deregulasi dan debirokratisasi harus memerhatikan asas-asas umum

pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur).

115 Soehardjo, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.214.
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Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan
kondisional. Bersifat konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah
laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, artinya dalam hal pemberian
izin itu ditentukan-suatu perbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai
sanksi. Bersifat kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat
serta dapat dinilai setelah pefbuatan:atau tingkah laku yang disyaratkan itu
terjadi.*® Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara
sepihak oleh pemerintah, meskipun demikian, pemerintah tidak bolen membuat
atau menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara
arbitrer (sewenang-wenang), tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-
undangan yang-menjadi dasar dari perizinan tersebut. Dengan kata lain tidak boleh
menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh
peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan bersangkutan.

Menurut hasil jawaban dari Penyelenggara siaran radio FM di Kota
Pekanbaru, mengenai pengawasan pelaksanaan ISR pada penyelenggara Radio

Siaran FM di Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.111.5
Hasil Jawaban Dari Penyelenggara Staran Radio Kota Pekanbaru Mengenai
Pengawasan pelaksanaan ISR pada Penyelenggara Radio Siaran FM di Kota

Pekanbaru
No Kuisioner Jawaban Responden Persentase %
1 Ada 4 4

2 Tidak Ada - -

116 Ridwan HR, Op.,Cit, hal 217
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Jumlah 4 100%

Sumber: Data Olahan Penulis, 2021.

Berdasarkan tabel.tersebut di atas, diketahui bahwa pengawasan pelaksanaan
ISR pada penyelenggara Radio Siaran FM . di Kota Pekanbaru menurut
Penyelenggara Radio Siaran FM di Kota Pekanbaru adalah ada, hal ini terlihat dari
hasil jawaban dari Penyelenggara'Radio Siaran' FMi‘di Kota Pekanbaru dengan hasil
jawaban yaitu sebanyak 4 orang atau sebanyak 100 % menjawab ada. Jadi
berdasarkan hasil jawaban tersebut dapat penulis simpulkan bahwa ada pengawasan
pelaksanaan ISR pada penyelenggara Radio Siaran FM di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Nofriadi, S.Kom, M.Kom
selaku Sub Koordinator Pemantauan Dan Penertiban di Balmon SFR Kelas |
Pekanbaru, menjelaskan bahwa pengawasan langsung pelaksanaan ISR pada
penyelenggara Radio Siaran FM dilakukan melalui' kegiatan pengukuran spektrum
frekuensi radio yang dilakukan secara periodik setiap tahun.*’

Hal yang sama wawancara penulis dengan Toninotito, ST, MT selaku Sub
Koordiantor Sarana dan Pelayanan di Balmon SFR_Kelas | Pekanbaru menjelaskan
bahwa pengawasan pelaksanaan ISR pada penyelenggara Radio Siaran FM
dilakukan melalui kegiatan pengukuran spektrum frekuensi radio .18

Menurut hasil jawaban dari Penyelenggara siaran radio FM di Kota

Pekanbaru, mengenai pengenaan sanksi adminstratif atas ketidaksesuaian data

117 Wawancara penulis dengan Nofriadi selaku Sub Koordiantor Pemantauan Dan Penertiban di
Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas | Pekanbaru

118 \Wawancara penulis dengan Toninotito, ST, MT selaku Sub Koordinator Sarana dan Pelayanan
di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas | Pekanbaru
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parameter teknis ISR kepada penyelenggara Radio Siaran FM di Kota Pekanbaru,
dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.l111.6
g eIenggara Slaran Radio

Hasil Jawaban Dari.P ota Pekanbaru Mengenai

genaan sanksi
adminstratif atas'ke ian data param SR kepada penyelenggara

ran FM di Kota

data parameter teknis ISR kepad enggara radio siaran FM di Kota
Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Nofriadi, S.Kom, M.Kom
selaku Sub Koordinator Pemantauan Dan Penertiban di Balmon SFR Kelas |

Pekanbaru, menjelaskan bahwa pengenaan sanksi administratif berupa teguran
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tertulis telah dilakukan terhadap penyelenggara Radio Siaran FM yang tidak
memenuhi parameter teknis sesuai ISR. 1°

Hal yang sama wawancara penulis dengan Toninotito, ST, MT selaku Sub

Penggunaa emegang ISR yang

tidak meme ajiba of : 1dio sesua gan parameter
teknis yang
a. tegural

b. denda 3

t
&' [ pelaksanaan fungsi

manajemen lainnya sepe Q @ ‘ ,.w ganisasian dan penggerakan.
Salah satu fungsi pengawasan 'y “ uk diterapkan adalah pengawasan
fungsional, karena setiap gejala penyimpangan akan lebih mudah dan lebih cepat

diketahui. Dalam melaksanakan keempat dari fungsi manajemen tersebut secara

119 wawancara penulis dengan Nofriadi selaku Sub Koordiantor Pemantauan Dan Penertiban di
Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas | Pekanbaru

120 wawancara penulis dengan Toninotito, ST, MT selaku Sub Koordinator Sarana dan Pelayanan
di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas | Pekanbaru

121 peraturan Menteri Kominfo Nomor: 7 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi

Radio Pasal 161
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baik, akan secara otomatis menunjang pencapaian tugas-tugas pokok yang sesuai

dengan yang direncanakan.'??

Ada berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh

[a'
alc

&

C

r 4
an-[
o)
&
“
F
g
Vel
&

organisasi semakin

negeri, perlu selalu dimonitor. Di samping itu organisasi luar dan dalam
negeri, perlu selalu dimonitor karena organisasi sekarang lebih bercorak
desentralisasi, dengan banyak agen-agen atau cabang-cabang penjualan

dan kantor-kantor pemasaran, pabrik-pabrik yang terpisah secara

122 Manullang, Management....Op.,Cit. him. 13
123 Siswanto Sastrohadiwiryo, Pengantar Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, him. 200
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geografis, atau fasilitas-fasilitas penelitian terbesar luas. Semuanya

memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan

efektif.

Kata pengawasan sering mempunyai konotasi yang tidak menyenangkan,
karena dianggap akan mengancam kebebasan dan otonomi pribadi. Padahal
organisasi sangat memerlukan pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan.
Sehingga tugas manajer adalah menemukan keseimbangan antara pengawasan
organisasi dan kebebasan pribadi atau mencari tingkat pengawasan yang tepat.

Pengawasan yang berlebihan akan menimbulkan birokrasi, mematikan kreativitas,
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dan sebagainya, yang akhirnya merugikan organisasi sendiri. Sebaliknya

pengawasan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan pemborosan sumber daya

dan membuat sulit pencapaian tujuan.

yang mela
sebagai pengus
bertujuan u ipta g @epada siapa saja
tidak terkec a negara, | ‘harus tz liskriminasi, adil dan

pasti.1?4

suatu keadaan atau sifat ya
penyelenggaraan urusan publik, transparansi adalah dimana masyarakat
mengetahui suatu kondisi apa-apa yang terjadi dan dilakukan pemerintah termasuk

berbagai prosedur serta keputusan yang diambil pemerintah dalam pelaksanaan

urusan publik. Dalam hal ini peran pemerintah adalah membuka diri terhadap hak

124 Muchsin. H dan Fadillah Putra, Hukum dan Kebijakan Publik, Universitas Sunan Giri, Surabaya,
2002, him. 32
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masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak deskriminasi
tentang penyelenggaraan pemerintahan.

Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk
memengaruhi para warga agar.mau mengikuti cara yang.dianjurkannya guna
mencapai suatu tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku
ujung tombak: instrumen hukum: Sebagai-pengarah, perekayasa, dan perancang
masyarakat ‘adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti, lewat izin dapat
diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini
berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali
dalam memfungsikan izin itu sendiri. Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat
difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan
masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea
keempat Pembukaan UUD /4.945, maka penataan, dan pengaturan izin ini sudah
semestinya harus  dilakukan dengan - sebaik-baiknya. - Menurut Prajudi
Atmosudirdjo, bahwa berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat
diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.*?

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut.dapat dikatakan bahwa Pelaksanaan
Izin Stasiun Radio Dan Pengawasannya Pada Penyelenggara Radio Siaran FM Di
Kota Pekanbaru adalah belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena dalam
pelaksanaan masih ditemukan ketidaksesuaian data parameter teknis ISR dan
ketidaktahuan penyelenggara radio siaran FM mengenai prosedur perubahan data

parameter teknis ISR secara elektronik (OSS).

125 1hid., him. 208.
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Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan

Izin Stasiun Radio Dan

Pengawasannya Pada Penyelenggara Radio Siaran FM Di Kota

Pekanbaru

manusianya. Keadaan sumber daya manusia di Balmon SFR Spektrum Frekuensi

Radio Kelas | Pekanbaru sebagai berikut :

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No | Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Jumlah
1) (2) (©)
Pendidikan Laki-Laki Perempuan -
1 | Strata 2 (S2) 7 1 8
2 | Strata 1 (S1) 7 - 7
3 | Diploma 1 2 3
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4 | SMA 2 2 4

Jumlah 17 5 22

Dengan lingkup wilayah kerja Provinsi Riau dan jumlah Izin Stasiun Radio

(ISR) £ 18.500 izin yangitersebar di seluruh Kabupaten/Kota maka dapat diketahui

ayam N 2 : 30rang dari Strata

2 (S2) dan : ata ang dari [ ) dari SMA.
Pengawas : cars “ anya 1 kali dalam
setahun, di

untuk turun 8 : : a pengawas di Balmon SFR

Kabupaten/Kota di Provinsi Riau ah ISR yang diawasi £18.500 izin,
sehingga tenaga pengawas hanya dapat melakukan pengawasan sekali dalam

setahun untuk di kota Pekanbaru.
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2. Kurangnya pemahaman Penyelenggara Radio Siaran FM di Kota

Pekanbaru terhadap proses dan prosedur perizinan secara elektronik

bagi seba

yaitu Fasil

pemerintah

(ISR). Hal ini sangat berpengaruh terhadap output pengawasan, karena proses
perubahan parameter teknis ISR (Izin Stasiun Radio) tersebut dilakukan mandiri
secara elektronik sehingga menyebabkan hasil dari pengawasan tidak dapat

ditindaklanjuti dengan cepat oleh lembaga penyiaran.

126 peraturan Menteri Kominfo Nomor: 7 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi
Radio Pasal 55.
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Indonesia sebagai Negara hukum yang mengikuti tradisi sistem hukum
kontinental, memberikan penghargaan yang tinggi kepada peraturan perundang-
undangan sebagai sendi utama sistem hukum nasionalnya. Oleh karena itu,
pembangunan nasional selalu mensyaratkan adanya pembangunan substansi hukum
(legal substance) yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan dua
subsistem hukum lainnya, yaitu: pembangunan terhadap struktur hukum (legal
structure) dan budaya hukum (legal culture).*?” Peraturan perundang-undangan
sebagai komponen penting dalam kesatuan sistem hukum nasional, dengan
demikian harus dibangun secara terintegrasi untuk. memberikan jaminan bahwa
pembangunan nasional dapat berjalan dengan teratur, ada kepastian hukum dan
memberikan kemanfatan bagi terpenuhinya rasa keadilan .dan kemakmuran
masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945.

Bila dikatakan bahwa tindakan hukum pemerintahan itu merupakan
pernyataan kehendak sepihak dari organ pemerintahan dan membawa akibat pada
hubungan hukum atau keadaan hukum yang ada, maka kehendak organ tersebut
tidak boleh mengandung cacat seperti kekhilafan, penipuan, paksaan, dan lain-lain
yang menyebabkan akibat-akibat hukum yang tidak sah. Disamping itu, karena
setiap tindakan hukum itu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan

yang berlaku, maka dengan sendirinya tindakan tersebut tidak boleh menyimpang

127 Ahmad Yani, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Responsif, Catatan Atas UU
No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Konstitusi Press,
Jakarta, 2013, him. 1.
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atau bertentangan dengan peraturan yang bersangkutan, yang dapat menyebabkan
akibat-akibat hukum yang muncul itu batal atau dapat dibatalkan.

Menurut ilmu hukum, bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah untuk
menciptakan “ketertiban dan keadilan”. Atau dapat dikatakan bahwa tujuan hukum
adalah .untuk mempertahankan Kketertiban masyarakat, untuk itu harus ada
keseimbangan dalam melindungi’ kepentingan-kepentingan yang ada dalam
masyarakat, yang meliputi: kepentingan individu (pribadi), kepentingan publik, dan
kepentingan sosial. Sementara itu keadilan adalah berkaitan dengan hak seseorang,
yang tentunya akan berbeda satu sama lain, akan berbeda antara individu yang satu
dengan individu lainnya, akan berbeda antara kelompok atau golongan yang satu
dengan golongan yang lain, sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa ada
pengaturan dan perlakuan yang berbeda bagi golongan yang berbeda, dan bila
menyangkut hak seseorang maka tidak mungkin ada perlakuan yang sama, bahkan
justru dianggap tidak adil bila diatur dan diperlakukan sama rata.

Tak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting sebagai
upaya dalam meminimalisir ketimpangan-ketimpangan. Pengawasan merupakan
proses pemantauan yang dilakukan sebagai-langkah untuk mengetahui apakah
kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan. Dengan
pengawasan yang baik maka ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengurangi
keberhasilan.

Pemerintah adalah sebagai subjek hukum, atau pendukung hak-hak dan
kewajiban-kewajiban. Sebagai subjek hukum, pemerintah sebagaimana subjek

hukum lainnya melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata maupun tindakan
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hukum. Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya
dengan hukum dan oleh karena tidak menimbulkan akibat-akibat hukum.

Sedangkan tindakan hukum merupakan tindakan-tindakan yang berdasarkan

oleh tersedi

dengan lin

LN ARAES
:

2002l
o

R
N\

jumlah ISR
radio siaran
sehingga has

penyelenggar

128 Ridwan HR.,Op.,Cit.,hIm. 109-110
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

S

-

rjalan dengan

AL

litemukan data

telal dilakukan secara

Ly
epads undang-undang dan

penyelenggara radio siaran FM di Kota Pekanbaru hanya dapat dilakukan
1 kali setahun.

2. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Izin Stasiun Radio Dan
Pengawasannya Pada Penyelenggara Radio Siaran FM Di Kota
Pekanbaru adalah masih belum didukung oleh tersedianya sumber daya

manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, hal ini dikarenakan
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dari 22 orang pegawai di Balmon SFR Kelas | Pekanbaru, hanya 7 orang

yang ditempatkan untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan

spektrum frekuensi radio dengan lingkup wilayah kerja seluruh

penelitian ini

memanfaatkan pelayanan ISR yang telah tersedia dalam Fasilitas Layanan

Perizinan Spektrum Frekuensi Radio khususnya perubahan data parameter

teknis ISR sehingga terhindar dari sanksi administrasi.
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